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ABSTRAKSI 
 
Metalia Intan, Nomor Pokok E 12110263, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dengan judul Skripsi “Electronic 
Government Dalam Pelayanan Perizinan di Kota Makassar”, dibawah 
bimbingan Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si dan Drs. A.M Rusli, M.Si 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang 
pengembangan E-Government dan faktor-faktor penghambat dalam 
penerapan E-Government di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota 
Makassar. Tipe penelitian yang diambil adalah deskriptif dengan Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan 
wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan 
beberapa informan terkait pembahasan penelitian ini dan studi kepustakaan 
serta ditunjang dengan data sekunder yang diperoleh selama penelitian yang 
tentunya berhubungan langsung dengan topik penelitian ini.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah terdapat penerapan 
berbasis E-Government di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota 
Makassar yakni dengan adanya pengarsipan elektronik, SMS gateway dan 
pembukaan website Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat 
terlaksananya E-government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik 
tersebut dapat dianalisis melalui Kebijakan pemerintah/aturan tentang 
pelaksanaan E-government, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan 
sarana dan prasarana baik yang bersifat utama maupun sarana dan 
prasarana pendukung lainnya serta bagaimana kemampuan masyarakat 
dalam mengakses dan memahami peran media pelayanan yang tergolong 
baru ini. 
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ABSTRACT 
 
Metalia Intan, id number E12110263, Political Government 
Departement, Governmental Science Program, Faculty of Social and Political 
science, writing thesis with the title “Electronic Government In Licensing 
Service In Makassar”, ( Adviser I, Dr. H. Juanda Nawawi, M. Si and Adviser 
II, Drs. A. M Rusli, M.Si). 
The aim of this study to determine how development of Electronic 
government and inhibiting factors in implementation of E-government in 
Kantor Pelayanan Adminstrasi Perizinan di Kota Makassar.This research of 
qualitative research.The type of this research was descriptive type with case 
study as basic of research. Technique of data collecting used visual 
observation that is collecting of data by conducting direct observation to the 
object with interviewing informants about the main problem. Study of literature 
other information that relevant with the object of research and supported by 
secondary data. 
The result of research showed thate-government has been 
implemented in kantorpelayananadministrasiperizinankota Makassar namely 
electronic archiving,  SMS gateway and opening website. Factors that impede 
implementation of E-government in enhancement public service quality can 
be analyzed through government regulation/ rule about implementation of E-
government, quality of human resources, availability better priority 
infrastructures and supporting infrastructure and simplicity of public in access 
and understanding the role of new service media.  
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BAB I 
PENDAHULUAN    
1.1 .    Latar Belakang 
 Reformasi birokrasi adalah salah satu agenda utama atau tuntutan 
mendasar dari reformasi. Maraknya patologi birokrasi yang menggurita dalam 
birokrasi di zaman Orde Baru seperti korupsi, penyelewengan kekuasaan, 
tata pelayanan birokrasi yang rumit harus mampu disembuhkan untuk 
menciptakan birokrasi yang sehat. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan 
maksimal untuk masyarakat dapat tercapai. Ada beberapa indikator yang 
harus dicapai untuk memaksimalkan  pelayanan publik seperti efisiensi dan 
efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip 
dalam good governance (tata kepemerintahan yang baik). Dalam upaya 
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik diperlukan inovasi-inovasi yang 
mampu memuluskan agenda reformasi dalam birokrasi salahsatunya dengan 
memanfaatkan teknologi informasi. 
Pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaksana pelayanan publik 
memudahkan rangkaian pelayanan publik yang meliputi penyimpanan dan 
pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian pelayanan informasi 
dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan  
maupun tulisan serta disajikan dalam bentuk manual maupun elektronik. 
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Dengan adanya teknologi informasi yang berkembang pesat serta potensi 
pemanfaatannya yang luas maka pemerintah perlu mempertimbangkan suatu 
konsep pemerintahan yang dapat memanfaatkan peran dari perkembangan 
teknologi informasi dimana di masa sekarang ini yang sudah banyak dipakai 
di negara-negara lain. Negara yang ingin memperbaiki pelayanan publiknya 
harus memperbaiki manajemen pelayanan dan mutu pelayanan publiknya. 
Dengan kata lain seolah ada adagium: 
“Tidak akan ada perbaikan mutu pelayanan publik tanpa inovasi. Tidak 
ada inovasi tanpa aplikasi IT dalam birokrasi. Atau tidak ada 
pelayanan yang baik tanpa E-government”( Rohman.dkk, 2010:86).” 
Melalui layanan dengan pengelolaan informasi yang dilakukan lewat 
internet, meninggalkan tradisi “hitam diatas putih” alias serba kertas. Lewat 
inilah lahir apa yang dimaksud E-government meniru sektor swasta yang 
lebih dulu menerapkan E-commerce, E-government diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja dari pemerintah indonesia yang masih banyak 
menggunakan metode  face to face (manual) dimana seorang warga harus 
menghadap kebagian yang bersangkutan seperti dalam pengurusan 
perizinan, dsb. Hal ini dirasakan masyarakat tidak efektif dan menghabiskan 
waktu yang cukup lama serta dapat menimbulkan high cost economy 
dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus hal tersebut menjadi 
lebih banyak. Selain itu banyak perantara-perantara yang muncul yang biasa 
di sebut “Biro Jasa” sehingga masyarakat harus membayar kepada biro jasa 
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tersebut. Hal ini dirasakan cukup merepotkan dan menghabiskan biaya yang 
cukup besar maka dengan E-government segala sesuatunya bisa menjadi 
lebih terkomputerisasi salahsatunya dengan membuat website dalam konteks 
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, teknologi informasi (IT) 
dianggap sebagai alat “pengotomasi proses” yang diharapkan dapat 
mengurangi proses yang dilakukan secara manual dan sebagai alat yang 
dapat mengurangi jalur birokrasi. Secara ringkas hal yang ingin dicapai 
dengan implementasi E-government adalah memberikan pelayanan tanpa 
adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang 
hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Sebagai 
gambaran, E-government tidak membutuhkan pegawai institusi publik yang 
banyak, melainkan sedikit tapi handal, memenuhi prinsip  efektifitas dan 
efisiensi dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang bisa melahirkan 
profesionalitas. 
Upaya pemerintah dalam penerapan E-government diwujudkan 
dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden  No. 3 Tahun 2003 tentang 
kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government. Inpres ini 
tidak bisa dipungkiri adalah kebijakan strategi sebagai penerapan teknologi 
dan  informasi   di  pemerintahan.  Dalam   lampiran   Inpres     E-government   
dipaparkan  Enam  strategi  yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan 
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strategis E-government. Antara lain: 
Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang handal, 
terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain perluasan dan 
peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif 
terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan layanan publik 
yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.  
Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan 
pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin 
menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi 
kemajuan teknologi informasi secara cepat. Strategi ketiga adalah memanfaatkan 
teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standarisasi 
yang berkaitan dengan pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. 
Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan 
informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti E-billing, E-procurement, 
E-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin 
keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah 
pengembangan jaringan intra pemerintah.  
Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan 
mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran 
yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam 
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mempercepat pencapaian tujuan strategis E-government. Itu berarti, 
pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh 
pemerintah. Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya 
manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai 
dengan meningkatkan E-literacy masyarakat. Dan Strategi keenam adalah 
melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang 
realistik dan terukur. Adapun tahapan dalam pengembangan E-government, 
dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, 
pemantapan dan pemanfaatan. 
Dalam rangka mengupayakan pencapain keenam strategi ini untuk 
pelayanan efektif dan efisien diperlukan adanya keterpaduan dan sinergi dari 
seluruh penyelenggara Negara dalam pembangunan. Pelayanan yang  lebih 
efektif dan efisien pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan informasi akurat yang disajikan dalam berbagai bentuk. 
Manusia dalam menerima informasi senantiasa menggunakan panca  
inderanya, maka pelayanan inipun berupaya untuk menyajikan informasi 
dalam kombinasi bentuk gambar, grafik, teks, dan suara (multimedia). Oleh 
karena itu penggunaan berbagai media sebagai data masukan atau informasi 
luaran dari kombinasi alat telekomunikasi dan komputerisasi ini menjadi   
suatu keniscayaan. 
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Electronic government telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 
pemerintahan. Kemajuan-kemajuan baru yang terus dicapai oleh IT telah menjadi 
pemicu utama pengembangan E-government. Muara pengembangan E-government 
dimanapun adalah ditujukan untuk meningkatkan good governance. Meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi pekerjaan di lembaga pemerintahan namun yang lebih 
penting, melalui  E-government, pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara transparan. Layanan E-government ini, dapat berupa layanan antar 
lembaga pemerintah itu sendiri (G2G-inter-agency relasionship), dari pemerintah 
kedunia usaha (G2B-government to business enterprises), dan dari pemerintah 
kemasyarakat (G2C-goverment to citizen). 
Penulis merasa bahwa pengembangan E-Government menarik untuk 
diangkat menjadi topik penelitian skripsi dikarenakan Pemerintah Kota 
Makassar dalam hal ini Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota 
Makassar merupakan pusat arus pelayanan publik khususnya dalam hal 
pengurusan perizinan di lingkup Kota Makassar. Sebagai pusat arus 
pelayanan perizinan di lingkup pemerintah Kota Makassar, Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan sudah sepatutnya dapat menyelenggarakan E-
government sebagai media dalam mewujudkan pelayanan publik yang 
maksimal serta efektif dan efisien. Berangkat dari konsep dengan tujuan 
bahwa hubungan antar lembaga pemerintah dan pemerintah baik dengan 
masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara 
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efisien, efektif dan ekonomis E-government bisa menjadi acuan atau 
standard pelayanan. Dengan konsep E-government ini jika sudah diterapkan 
maka seorang warga dapat mengurus hal tersebut melalui tempat dimana dia 
berada dan dimana saja. Bisa melalui internet ataupun media lainnya, karena 
itu akan dirasakan suatu manfaat yang lebih efektif dan efisien dari sistem 
pemerintahan yang sedang berjalan. Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya 
gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat 
menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati 
haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang 
kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari 
pemerintahan itu sendiri, dan E-government adalah salah satu caranya, akan 
tetapi bahwa sejak dikeluarkannya Inpres No.3 Tahun 2003 yang menjadi 
pedoman penyelenggaraan E-government, namun di Makassar ternyata 
belum banyak perubahan berarti dalam proses penyelenggaraan E-
government di Kota Makassar hingga tahun 2013 ini, belum adanya regulasi 
baik peraturan daerah ataupun peraturan walikota untuk mengarahkan 
pengembangan E-government secara maksimal. 
Berbicara mengenai E-government bukan berarti hanya menerapkan 
sistem pemerintahan secara elektronik saja, melainkan mempunyai 
pengertian yang lebih mendalam daripada itu, karena untuk menjalankan E-
government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi 
dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu 
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bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Karena 
dengan sistem informasi yang demikian akan memudahkan pemerintah 
dalam menjalankan fungsinya ke masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan 
sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, 
maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus 
memenuhi suatu standar sistem informasi, dimana standar ini meliputi 
persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut. 
Dalam pengertian sistem informasi secara umum, maka unsur-unsur yang 
terkandung didalamnya adalah manusia, teknologi, prosedur dan organisasi. Untuk 
memenuhi konsep sistem informasi yang baik maka dari masing-masing unsur 
tersebut harus memiliki standar yang harus dipatuhi dan dijalankan.  
Berdasarkan hasil pengamatan dan didukung oleh berbagai informasi 
Pengembangan E-government dalam Pelayanan publik di Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan Kota  Makassar dihadapkan pada berbagai fenomena yaitu 
antaralain: tidak adanya regulasi / aturan tentang pelaksanaan E-government, 
kemampuan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan teknologi masih terbatas, 
selain itu berkaitan dengan teknologi dan infrastuktur yang masih kurang 
mendukung, dan kurangnya partisipasi dan pemahaman mayarakat terhadap teknologi 
informasi.  
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Dari penggambaran di atas maka pengembangan E-government di 
Kota Makassar adalah sebuah tinjauan pengembangan keilmuan yang 
memiliki sumbangsih tersendiri bagi Ilmu Pemerintahan. Oleh karena itu 
maka penulis mengangkat penelitan yang berjudul “Electronic Government 
Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Makassar”. 
1.2 .    Rumusan Masalah  
Dari apa yang diuraikan di atas maka rumusan masalah dapat 
dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengembangan E-government dalam pelayanan 
perizinan di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota 
Makassar ? 
2. Faktor-faktor apa menghambat penerapan E-government di Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar? 
 
1.3. Tujuan Penelitian  
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan E- government dalam 
Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota 
Makassar.  
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat 
dalam penerapan E-government di Kantor Pelayanan Administrasi 
Perizinan Kota Makassar. 
1.4. Manfaat Penelitian  
Adapun Kegunaan atau manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Akademik/Teoritis 
  Diharapkan agar kegiatan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi 
kalangan akademisi dalam melakukan kajian lebih lanjut yang berhubungan dengan 
Electronic Government dan kontribusinya terhadap pemerintahan.  
2. Manfaat Praktis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi 
pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan Kota Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1.  Konsep E-Government  
2.1.1. Pengertian E-government 
E-government adalah istilah yang diberikan kepada suatu 
pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat 
melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya.  
E-government secara mudah dapat diartikan sebagai tata cara pemerintahan 
secara elektronis. Sedangkan dalam arti luas, E-government adalah pemanfaatan 
teknologi informasi dan instansi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan 
mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan persamaan hak masyarakat dalam 
mendapatkan pelayanan (www.Deptan.go.id). Electronic government atau yang biasa 
dikenal dengan sebutan E-government sebenarnya memiliki banyak defenisi yang 
dikemukakan oleh para ahli maupun institusi tertentu. 
Kementrian Komunikasi dan Informasi, berpendapat bahwa:  
“Electronic government adalah aplikasi teknologi informasi yang 
berbasis internet dan perangkat lainnya yang dikelola oleh pemerintah 
untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah kepada 
masyarakat, mitra bisnisnya, dan lembaga-lembaga lain secara online” 
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Secara sederhana Heeks dalam Hasibuan, Z.A., mendefinisikan E-
Government sebagai berikut:  
“Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan 
Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada 
masyarakat”. (Hasibuan, Z.A. 1999) 
Dari definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa tujuan utama E-
government adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. 
Menurut Heeks, hampir semua lembaga pemerintahan di dunia ini mengalami 
ketidakefisienan, terutama di negara yang sedang berkembang.  
Adapun Bank Dunia (The World Bank Groups) memberikan 
pengertian:  
“E-government refers to the use by government agencies of 
information technologies (such as Wide Area Network, the Internet and 
mobile computing) that have the ability to transform relations with 
citizen, businesses and other arms of government”. (E-government 
berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide 
area network, internet dan mobile computing) oleh organisasi 
pemerintah yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan 
dengan warga negara, bisnis, dan organisasi lain dalam 
pemerintahan). 
The Goverment of New Zealand (Bovaird, 2005:19) sebagaimana 
dikutip dalam skripsi Citra Annisa tahun 2011 mendefinisikan E-government:  
 
“....a way for governments to use the new technologies to provide 
people with more convenient access to government information and 
services, to improve the quality of the services and to provide greater 
opportunities to participate in our democratic institutions and 
processes”. (E-government merupakan sebuah cara bagi pemerintah 
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untuk menggunakan teknologi baru untuk melayani akses masyarakat 
terhadap informasi dan pelayanan pemerintah dengan nyaman, untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk menyediakan kesempatan 
yang lebih besar dalam berpartisipasi pada proses dan institusi 
demokrasi). 
James L Yong (Yong, 2003 : 11) mendefinisikan E-government 
sebagai :  
 
“....E-government as the government’s use of technology, in particular, 
we based internet applications to enchance access and delivery of 
government services to citizens, business partners, employees and 
other government entities”. (E-government merupakan penggunaan 
teknologi oleh pemerintah khususnya penggunaan aplikasi berbasis 
web untuk meningkatkan akses dan pemberian layanan pemerintah 
kepada warga negara, mitra bisnis, pegawai atau karyawan, dan 
badan pemerintah lainnya). 
Sebagaimana dikutip dari Jurnal E-government Diffusion: Evidence 
from the Last Decade Juni 2013 :  
“The advantages of E-government systems are unquestionable. These 
systems deliver government services to citizens in an effective and 
efficient manner: thus increasing transparancy and accountability, 
lessening corruption, and grow revenue and/or reduce costs. These 
advantages are some of the main reasons behind the adoption of E-
government by developed and developing countries. However, 
governments and citizens cannot benefit from E-government unless 
they embrace and adopt these services.”  
 
Dari kutipan diatas dijelaskan bahwa keuntungan dari sistem E-
government merupakan hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sistem ini 
memberikan layanan pemerintah kepada masyarakat secara efektif dan 
efisien sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi 
korupsi, dan meningkatkan pendapatan dan / atau mengurangi biaya. 
Keuntungan ini adalah beberapa alasan utama di balik penerapan E-
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government di negara-negara maju dan berkembang. Namun, pemerintah 
dan warga tidak bisa mendapatkan keuntungan dari E-government kecuali 
mereka merangkul dan mengadopsi layanan ini. 
Secara umum, E-government di definisikan sebagai : Pemerintahan 
elektronik (juga disebut E-government, digitalgovernment, online 
government atau transformational government) adalah penggunaan teknologi 
informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi 
warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan 
pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, 
atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, 
menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang 
demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen 
atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta 
Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari 
E-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas 
yang lebih baik dari pelayanan publik. 
Dari pengertian-pengertian diatas intinya adalah Electronic 
Government merupakan poses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat 
untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Ada 
2 hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian E-government diatas: 
Pertama, penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai alat bantu. 
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Kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan 
secara efektif, efisien dan produktif. Dengan penggunaan teknologi internet, 
seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas. Akan 
tetapi, E-government bukan berarti menggantikan peran aparat pemerintah 
dalam berhubungan dengan masyarakat. Dalam konsep E-government 
masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara 
melaui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah. 
2.1.2 Tujuan Pengembangan E-government 
Pengembangan E-government merupakan upaya untuk menyelenggarakan 
kepemerintahan yang berbasis electronic demi meningkatkan akses warga negara 
terhadap jasa-jasa pelayanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke 
sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat 
dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara. 
 Disebutkan pula, sebagaimana halnya E-commerce yang memungkinkan 
bisnis bertransaksi dengan pelaku bisnis lainnya dengan lebih efisien (Business to 
Business - B2B) dan membawa pelanggan lebih dekat pada bisnis (Business to 
Consumer - B2C), seperti itu juga E-government bertujuan untuk membuat interaksi 
antara pemerintah dan masyarakat (Government to Citizen - G2C), pemerintah dan 
kalangan bisnis (Government to Business - G2B), serta antar instansi pemerintah 
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(Government to Government - G2G) lebih bersahabat, nyaman, transparan, dan 
murah.  
Berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan E-government, disebutkan bahwa pengembangan E-
government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan 
kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka 
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui 
pengembangan E-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja 
di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi 
informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang 
berkaitan yaitu :  
a) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses 
kerja secara elektronis;  
b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat 
diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah 
negara.  
Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan E-Government 
diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :  
a) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang 
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta 
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dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi 
oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.  
b) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk 
meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat 
kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan 
internasional.  
c) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-
lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi  masyarakat 
agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.  
d) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan 
efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah 
dan pemerintah daerah otonom.  
2.1.3. Tahap Pengembangan E-Government 
Tahap pengembangan E-government secara umum dapat dibagi 
menjadi empat :  
a. Web Presence (ketersediaan situs web) : adanya situs web resmi instansi / 
lembaga pemerintahan.  
b. Interaction (interaksi) : adanya fasilitas interaksi antara pengguna dengan 
instansi / lembaga pemerintah melalui situs resminya.  
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c. Transaction (transaksi) : tersedianya fasilitas transaksi antara pengguna 
dengan instansi / lembaga pemerintah melalui situs web resminya. 
d. Transformation (transformasi) : semua proses kerja dan layanan kepada 
masyarakat sudah berbasis elektronik. (Deptan : 2004)  
Secara umum, tahapan pelaksanaan E-government yang biasanya 
dipilih adalah tahapan  
(1)   membangun sistem e-mail dan jaringan,  
(2)   menyiapkan portal yang informatif,  
(3) meningkatkan kemampuan organisasi dan publik dalam mengakses       
informasi,  
(4)  menciptakan komunikasi dua arah antar pemerintah dan masyarakat; dan 
(5)   mengembangkan demokrasi digital (Wescott, 2001). 
Menurut Center for Democracy and Technology dan InfoDev (2013), 
proses implementasi E-government terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yang 
tidak bergantung satu sama lain, atau harus dilakukan secara berurutan, 
tetapi masing-masing menjelaskan mengenai tujuan dari E-government.  
Tahapan tersebut antara lain:  
1. Tahap pertama adalah Publish, yaitu tahapan yang menggunakan 
teknologi informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah. 
Misalnya dengan cara pembuatan situs informasi di setiap lembaga, 
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penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk 
internal maupun untuk publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah.  
2. Tahap kedua, adalah Interact, yaitu meluaskan partisipasi masyarakat 
dalam pemerintahan. Misalnya dengan cara pembuatan situs yang interaktif 
dengan publik, serta adanya antar muka yang terhubung dengan lembaga 
lain.  
3. Tahap ketiga adalah Transact, yaitu menyediakan layanan pemerintah 
secara online. Misalnya dengan cara pembuatan situs transaksi pelayanan 
publik, serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.  
Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003, penerapan E-government di 
setiap lembaga pemerintah mengacu pada tahapan pengembangan E-
government nasional sesuai dengan kondisi setiap lembaga pemerintah, 
meliputi:  
1. Tingkat persiapan: pembuatan situs web di setiap lembaga pemerintah; 
pendidikan SDM, penyediaan sarana akses publik, sosialisasi keberadaan 
layanan informasi elektronik untuk publik dan internal, pengembangan E-
Leadership dan awareness building, serta penyiapan peraturan.  
2. Tingkat pematangan yaitu pembuatan situs informasi layanan publik 
interaktif; dan pembuatan hyperlink.  
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3. Tingkat pemantapan: penyediaan fasilitas transaksi elektronik; dan 
penyatuan aplikasi dan data dengan lembaga lain (interoperabilitas).  
4. Tingkat pemanfaatan: pembuatan program layanan G2G, G2B, dan G2C 
terintegrasi; pengembangan proses untuk layanan E-government yang efektif 
dan efisien, dan penyempurnaan menuju kualitas best practice.  
2.2. Konsep Pelayanan 
2.2.1. Pengertian  Pelayanan  
Pelayanan ialah proses pemenuhan kebutuhan yang langsung melalui aktifitas 
orang lain. Proses dalam pengertian ini adalah terbatas pada kegiatan manajemen 
dalam rangka tujuan organisasi, jadi pelayanan disini adalah pelayanan dalam 
rangkaian organisasi manajemen. Dalam memahami arti pelayanan, tidak terlepas 
dari masalah kepentingan umum yang menjadi asal-usul timbulnya pelayanan. 
Kepentingan umum adalah berkaitan dengan kepentingan pelayanan kepada umum. 
Meskipun pada perkembangan selanjutnya pelayanan jasa juga timbul karena adanya 
kewajiban sebagai suatu bentuk dari proses penyelenggaraan suatu organisasi. 
Dimana setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta 
tujuan pelayanan telah ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasi. 
Guna menjelaskan pengertian pelayanan yang lebih luas, penulis mengutip 
pendapat dari Sarlito Wirawaiz yang mengemukakan bahwa :  
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    “Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia 
merupakan serangkaian proses. Sebagai proses pelayanan, berIangsung secara 
rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam 
masyarakat.” (Sarlito Wirawaiz ,1982: 27)  
Berdasarkan pengertian tersebut, pelayanan dilaksanakan sekelompok orang 
guna memenuhi kepentingan akan sesuatu dari sekelompok orang lainnya dalam 
suatu wadah atau organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Drs. The Liang Gie 
(1999: 76) mengemukakan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
memenuhi, mengamalkan, dan mengabdikan diri. 
Menurut H.A.S Moenir memberikan batasan bahwa :  
”Pelayanan adalah proses penggunaan akal, pikiran, panca indra dan anggota 
badan dan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk 
mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. 
(H.A.S Moenir, 1992: l7). 
Menurut Kotler definisi pelayanan adalah: 
“Setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada 
pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 
kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada 
satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka 
memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan 
pada konsumen itu sendiri”. (Kotler, 2002:83). 
 
2.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan  
Keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat tergantung 
pada pemberian pelayanan tersebut, ini dapat dikaji melalui mutu dan kualitas 
22 
 
layanan tersebut, mutu dan kualitas layanan biasanya dipengaruhi oleb beberapa 
faktor, diantaranya sebagai berikut : 
a. Faktor kesadaran aparat  
Faktor kesadaran aparat yang terlihat dalam pelayanan, keseimbangan yang 
dialami oleh seseorang dapat berpengaruh langsung pada tingat kepuasan masyarakat 
dalam memperoleh pelayanan, kesadaran ini pula yang dapat menghasilkan 
keikhlasan dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas setiap hari dalam hal bentuk 
pelayanan kepada masyarakat.  
b. Faktor aturan  
Aturan merupakan landasan kerja bagi setiap organisasi baik yang bersifat 
publik maupun non publik, aturan sangat berpengaruh pada tingkat kualitas Iayanan 
yang diberikan serta merta yang berhubungan langsung pada mekanisme kerja 
sehingga menghasilkan output yang dapat memuaskan pada pengguna jasa Iayanan. 
Oleh karena itu aturan yang dibuat harus betul-betul memperhatikan dinamika 
organisasi yang berkembang di dalam masyarakat, disisi lain tegaknya aturan akan 
berimplikasi langsung pada tingkat kedisiplinan para pekerja  
c. Faktor Organisasi  
Faktor organisasi harus ditekankan pada penciptaan mekanisme kerja yang 
menghasilkan efisiensi dan efektifitas layanan bukan hanya terletak pada bentuk 
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pelembagaan atau kerja sama dimana mekanisme ini menyangkut pada hal sisi 
prosedur dan metode kerja sebagai suatu tata laksana agar pelaksanaannya berjalan 
dengan baik.  
d. Faktor Pendapatan  
Pemenuhan kebutuhan hidup dalam setiap orang merupakan suatu motivasi 
utama bagi setiap orang dimana kebutuhan akan hidup seseorang setiap hari akan 
selalu meningkat sesuai dengan kemajuan zaman, setiap manusia pun akan selalu 
merasa kurang nyaman, kekurangan inilah yang menjadi motivasi bagi seseorang 
pemenuhan atas kekurangannya, kebutuhan dimulai dan kebutuhan yang paling 
rendah sampai kebutuhan yang paling tinggi.  
e. Faktor kemampuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan tugas 
pelayanan.  
f. Faktor sarana pelayanan  
Merupakan faktor utama dalam pelaksanaan kinerja pelayanan, selain faktor 
tersebut diatas dimana sarana tersebut terdiri dari sarana kerja dan fasilitas kerja. 
Sarana kerja adalah semua benda yang berfungsi secara langsung maupun tidak 
langsung misalnya mesin ketik, perlengkapan komunikasi dll, sedangkan layanan 
dapat berupa fasilitas ruangan, telepon umum dan alat panggil lainnya. Perlengkapan 
sarana ini pulalah yang sangat mendukung terhadap kecepatan dan ketepatan dalam 
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pemberian pelayanan, sebaliknya sulit mendapatkan layanan yang baik apabila 
penunjang sarana kelengkapan sangat terbatas pada suatu organisasi sehingga pihak 
birokrasi yang memberikan pelayanan terhadap pelayanan sangat menekankan pada 
tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. 
2.2.3. Kualitas Pelayanan  
 
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 
harapan. Kinerja pelayanan publik akan menyentuh masalah kualitas layanan 
yang diberikan oleh organisasi publik pada masyarakat sebagai pelanggan.  
“Kualitas pelayanan umumnya berfokus pada masyarakat, sehingga 
produk pelayanan didesain, diproduksi serta diberikan untuk 
memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggan”. (Sudarmayanti, 
1999:32). 
 
Gronross dalam Tjiptono mengemukakan enam kriteria kualitas 
pelayanan yaitu: 
1) Professionalism and skill, kriteria ini merupakan outcome-related criteria 
adalah kualitas pelayanan yang kaitannya dengan penyedia jasa / petugas, 
fasilitas dan sarana fisik, sistem dan peralatan operasional untuk dapat 
memuaskan masyarakat secara profesional. 
2) Attitudes and behavior, kriteria ini adalah process-related criteria adalah kualitas 
pelayanan yang menunjukkan derajat perhatian yang diberikan petugas terhadap 
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masyarakat dan berusaha membantu dalam memecahkan masalah secara spontan dan 
senang hati. 
3) Accessibility and flexibility, kriteria ini termasuk dalam proses process-related 
criteria, bahwa penyedia jasa, lokasi, jam kerja dan system operasionalnya dirancang 
dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat melakukan dengan 
mudah. Selain itu juga dirancang dengan maksud agar dapat fleksibel dalam 
menyesuaikan permintaan dan keinginan masyarakat. 
4) Reliability and trustworthiness, kriteria ini termasuk dalam process-related 
criteria adalah kualitas pelayanan dimana masyarakat memahami bahwa 
apapun yang terjadi, mereka bias mempercayakan segala sesuatunya 
kepada penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya. 
5) Recovery, termasuk dalam process-related criteria. Masyarakat memahami 
bahwa bila ada kesalahan atau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka 
penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi 
dan mencarai pemecahan yang tepat. 
6) Reputation and credibility, kriteria ini merupakan process-ralated criteria, 
masyarakat meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan 
memberikan nilai atau imbangan yang sesuai dengan pengorbanan. 
(Tjiptono, 2003:21). 
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2.2.4. Prinsip-prinsip Pelayanan. 
Guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah 
mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor 
63 Tahun 2003 (Menpan, 2003:3) menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan sebagai 
berikut: 
1. Kesederhanaan, Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 
dipahami dan mudah dilaksanakan. 
2.  Kejelasan: 
a.   Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan / 
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; 
c.   Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
3. Kepastian Waktu, Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
4. Akurasi, Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan 
sah. 
5. Keamanan, Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 
aman dan kepastian hukum. 
6. Tanggung jawab, Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 
pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan 
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pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelayanan 
publik. 
7. Kelengkapan sarana dan prasarana, Tersedianya sarana dan 
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 
informatika (telematika). 
8. Kemudahan Akses, Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat 
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, Pemberi pelayanan harus 
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan 
pelayanan dengan ikhlas. 
10. Kenyamanan, Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan 
sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan. 
2.3. Konsep Pelayanan Publik 
2.3.1 Pengertian Pelayanan Publik 
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang 
dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak – 
hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan 
atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
28 
 
yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan publik merupakan 
tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, permasalahan umum 
pelayanan publik antara lain terkait dengan penerapan prinsip – prinsip good 
governance yang  masih lemah seperti masih terbatasnya partisipasi 
masyarakat, transparasi dan akuntabilitas baik dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan maupun evaluasinya.  
Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan 
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam 
kamus besar bahasa indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha 
melayani kebutuhan orang lain sedangkan melayani adalah membantu 
menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. 
 Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemerintahan pada 
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.Ia tidaklah diadakan untuk 
melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan 
kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan 
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama Karenanya 
birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
layanan yang baik dan profesional. 
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Gronsross dalam Istujaya memberikan definisi pelayanan adalah 
sebagai  
“Suatu aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 
yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 
karyawan atau hal – hal lain yang disediakan oleh purusahaan 
pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan 
konsumen atau pelanggan”. ( Istujaya, 2002 : 15) 
Berdasarkan pendapat Gronroos in, maka dapat diketahui ciri pokok 
dari pelayanan adalah serangkaian aktivitas dari interaksi yang melibatkan 
karyawan atau peralatan yang disediakan oleh instansi/ lembaga 
penyelenggara pelayanan dalam menyelesaikan masalah yang menerima 
pelayanan. 
Pada organisasi publik / pemerintah keadaannya tidak jauh berbeda, 
bahwa kegiatan pelayanan yang terjadi juga akibat adanya interaksi 
masyarakat / publik dengan aparat pelayanan (birokrasi) menggunakan 
peralatan yang disediakan oleh instansi, tetapi berkaitan dengan perwujudan 
dari salah satu fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan 
abdinegara.  
Pelayanan publik (public service) oleh birokrasi publik dimaksudkan 
untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara 
kesejahteraan (welfarestate). 
Moenir mengartikan pelayanan umum adalah : 
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“Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 
dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan matode 
tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai 
dengan haknya. Sekelompok orang yang memberikan pelayanan 
tersebut adalah aparat birokrasi pemerintah”. (Moenir, 1992 : 26–27) 
 
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7.2003, yaitu: pelayanan umum (publik) 
merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan 
instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik 
Negara / Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang – undangan. 
Kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik dituntut harus 
dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan 
publik. Terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan 
masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang 
dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadarakan apa 
yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk 
mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. 
Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol 
terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. 
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Lebih lanjut Departemen Dalam Negeri (2004) menyebutkan 
“pelayanan publik adalah pelayanan umum”, kemudian mendefenisikan: 
“Pelayanan umum sebagai suatu proses bantuan kepada orang lain 
dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 
interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan 
menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”. 
Beberapa pendapat lain mengenai pelayanan publik di antaranya 
dikemukakan oleh N.E. Long, S.Krislov, serta K. J. Meier dalam Faried dalam 
teori constitouten mengatakan bahwa:  
“Layanan publik merupakan bentuk perwakilan terhadap publik dan 
bukan kepada pejabat yang terpilih. Dengan adanya kalangan ahli 
yang bekerja didalam layanan ini, serta efek dari keadilan peluang 
kerja dan program-programnya, layanan publik merupakan cerminan 
dari publik itu sendiri”. (Faried, 2012:23) 
 
Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu : 
1) Pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu 
Pemerintah Daerah; 
2) Unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau 
masyarakat atau organisasi yang berkepentingan; 
3) Unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh 
penerima layanan (pelanggan). 
2.3.2. Asas dan Prinsip Pelayanan Publik 
 
Perencanaan dan perumusan sistem dan proses penyelenggaraan 
pelayanan publik hendaknya mewujudkan asas – asas pelayanan publik 
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dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/2003 
yaitu : 
1) Transparan pelayanan publik : aktivitas pelayanan publik diharapkan 
bersifat terbuka. Mudah diakses oleh semua pihak yang bersifat transparan 
sehingga institusi diharapkan menetapkan jaringan informasi yang 
dibutuhkan masyarakat secara lengkap sehingga memungkinkan masyarakat 
membuat keputusan secara rasional dan meminimalkan resiko. 
2) Akuntabilitas pelayanan publik : prosedur pelayanan publik yang 
ditetapkan harus dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang – undangan, norma sosial dan kepatuhan yang berlaku.  
Menurut (Skelcher, 1992) ada tujuh prinsip dalam pelayanan kepada 
masyarakat :  
(1). Standar, yaitu adanya kejelasan secara eksplisit mengenai tingkat 
pelayanan di dalamnya termasuk pegawai dalam melayani masyarakat,  
(2). Openness, yaitu menjelaskan bagaimana pelayanan masyarakat 
dilaksanakan, berapa biayanya, dan apakah suatu pelayanan sudah sesuai 
dengan standar yang ditentukan,  
(3) Information, yaitu informasi yang menyeluruh dan mudah dimengerti 
tentang suatu pelayanan,  
(4). Choice, yaitu memberikan konsultasi dan pilihan kepada masyarakat 
sepanjang diperlukan,  
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(5). Non Discrimination, yaitu pelayanan diberikan tanpa membedakan ras 
dan jenis kelamin,  
(6) Accessbility, pemberian pelayanan harus mampu menyenangkan 
pelanggan atau memberikan kepuasan kepada pelanggan,  
(7). Redress, adanya sistem publikasi yang baik dan prosedur penyampaian 
komplain yang mudah. Keberhasilan dalam melaksanakan prinsip dan 
hakekat pelayanan berkualitas sangat tergantung pada proses pelayanan 
publik yang  
2.4. Konsep perizinan 
Menurut Sjachran Bash dalam Ridwan HR menyatakan bahwa : 
“Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang 
mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan 
dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. Ridwan HR, 2007:207) 
 
Sedangkan N.M. Spelt dan Mr. J. B. J.M Ten Berge yang disuting oleh 
Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa : 
“Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan perundang-
undangan atas peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
larangan perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa 
memperkenankan orang yang dalam memohonnya untuk melakukan 
tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut perkenaan bagi suatu 
tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan 
khusus atasnya Izin merupakan salah satu instrumen yang paling 
banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah 
menggunakan”. (Philipus M. Hadjon, 1993:2) 
 
Selanjutnya, Asep Warlan Yusuf dalam Ridwan Juniarso mengatakan 
bahwa:  
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“izin adalah instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang 
digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan 
perilaku masyarakat”. (Ridwan Juniarso, 2009:92). 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu, Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti 
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan 
untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sedangkan, perizinan adalah 
pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, 
baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 
2.5. Konsep Pelayanan Perizinan. 
 
Pada dasarnya, pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu 
pelayanan barang, jasa, dan administratif. Wujud pelayanan administratif 
adalah layanan berbagai perizinan, baik yang bersifat non perizinan maupun 
perizinan. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan 
publik, demikian juga perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha. Proses 
perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh 
terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha maupun investor untuk 
menanamkan modalnya. 
Menurut Ratminto & Atik Septi W Pelayanan administrasi 
pemerintahan atau pelayanan perizinan dapat didefinisikan sebagai: 
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“segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi 
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, 
di Daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam rangka 
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk 
produk pelayanannya adalah izin atau warkat. (Ratminto & Atik Septi 
W 2005:5). 
 
Pelayanan perizinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat, misalnya upaya instansi yang berwenang dalam memberikan 
jaminan kepastian hukum atas usaha yang dimiliki sehingga dapat menjamin 
segala aktivitas. Jadi, pelayanan perizinan adalah segala bentuk tindakan 
yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat legalitas 
atau melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan, dan kegiatan individu atau 
organisasi. 
 
2.6. Kerangka Konsep 
Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan E-government menyebutkan bahwa 
pengembangan E-government dilakukan untuk menyelenggarakan 
kepemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik 
diupayakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara 
efektif dan efisien. Pengembangan E-government bukan berarti hanya 
menerapkan sistem pemerintahan secara elektronik saja, tetapi lebih pada 
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bagaimana sistem pemerintahan berjalan. Karena dalam menjalankan E-
government diperlukan suatu sistem yang baik, teratur dan sinergis dari 
masing-masing lembaga pemerintahan. 
Penggunaan E-government harus dibarengi dengan ketersediaan 
sumberdaya manusia serta sarana infrastruktur telekomunikasi seperti 
perangkat keras komputer, tingkat konektivitas atau jaringan yang merupakan 
faktor penting dalam penggunaan E-government. Secara umum sarana dan 
prasarana tersebut memang harus tersedia di setiap lembaga pemerintahan 
dalam menunjang pengembangan E-government. Olehnya itu Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar perlu mengembangkan E-
government sebagai alat bantu pemerintah untuk melayani masyarakat dan 
pelaku bisnis, dengan penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau 
prosedur yang berbelit-belit dapat diatasi, Kendati demikian, Electronic 
Government bukan berarti menggantikan peran aparat pemerintah dalam 
berhubungan dengan masyarakat. 
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Gambar 2.1 
Skema Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INPRES No 3 Tahun 2003 
Pengembangan Electronic government di 
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan 
Kota Makassar 
Faktor Penghambat 
1. Kebijakan Pemerintah/ 
Aturan tentang pelaksanaan 
Electronic Government. 
2. Sumber daya Manusia. 
3. Ketersediaan Infrastruktur 
4. Tingkat partisipasi dan 
pemahaman masyarakat 
 
Pelayanan Perizinan kepada 
Masyarakat/Pelaku bisnis 
berbasis E-government. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitan sesuai dengan judul 
penelitian dilaksanakan yaitu di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan 
Kota Makassar. Sedangkan waktu penelitian dan penyusunan laporan akhir 
diperkirakan menyita waktu kurang lebih selama satu bulan, mulai dari bulan 
Desember hingga Januari tahun 2014 
3.2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yaitu suatu 
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan 
menjelaskan sejauhmana pengembangan dan penerapan  E-government 
dalam pelayanan perizinan di Kota Makassar dengan mendasarkan pada 
hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. 
3.3. Sumber Data 
1. Data Primer, data yang di peroleh dari: 
- Hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi 
pengembangan E-government dalam pelayanan perizinan di Perizinan 
di Kota Makassar. 
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- Hasil wawancara, dilakukan pada responden dari  pelaksana kegiatan,  
sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuan akhir yang ingin dicapai 
adalah memperoleh, menganalisis efektivitas dari E-government dalam 
pelayanan perizinan di Kota Makassar. 
2. Data Sekunder, data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, catatan-
catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang di peroleh 
dari Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara 
langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber. 
c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, 
majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media 
informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
3.5. Informan Penelitian 
Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku 
yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam 
penelitian ini di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung 
dalam proses penerapan E-government dalam pelayanan publik di Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. 
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Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil 
tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan 
dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 
 Kepala Tata Usaha di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota 
Makassar. 
 Kepala Seksi Penerbitan izin di Kantor Pelayanan Administrasi 
Perizinan Kota Makassar. 
 Kepala Seksi Penelitian dan Administrasi di Kantor pelayanan 
Administrasi Perizinan Kota Makassar. 
 Kepala Bagian Hukum dan HAM Setko Makassar. 
 5 orang masyarakat yang mendapat fasilitas pelayanan perizinan 
berbasis E-government. 
3.6. Analisis Data 
Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan 
menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata 
lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. Dimana data yang 
diperoleh dalam penelitian ini  dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil 
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observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk memperjelas gambaran 
hasil penelitian. 
3.7. Defenisi Operasional 
Guna menghindari terjadinya salah interpretasi maka hal-hal yang 
akan dianalisa dalam penelitian ini maka ditentukan beberapa  batasan 
penelitian dan fokus penelitian ini dioperasionalkan melalui beberapa 
indikator sebagai berikut: 
1. Pengembangan E-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses 
kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi 
informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang 
berkaitan yaitu :  
a) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan 
proses kerja secara elektronis;  
b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik 
dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh 
wilayah negara.  
2. E-government  yang dimaksud adalah pelayanan pemerintah kepada 
masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhannya dengan cepat dan menyeluruh 
melalui teknologi, baik itu melalui internet ataupun melalui media teknologi lainnya 
(internet atau short massage service) sebagai sarana komunikasi antara pemerintah 
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dengan masyarakat sebagai alat bantu, yang menjadi pendukung ataupun penghambat 
terdapat beberapa faktor yaitu sebagai berikut :  
 
a) Kebijakan Pemerintah/aturan tentang Pelaksanaan E-government di 
kota Makassar 
b) SDM (Aparatur Pemerintah)  
c) Infastruktur penunjang Electronic government  
d) Tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi 
dan informasi.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
 
Bab ini memberikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum 
daerah Kota Makassar dan gambaran umum objek penelitian yaitu Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar sebagai pihak yang 
berhubungan lansung dengan masyarakat. Gambaran umum Kota Makassar 
mencakup kondisi fisik dan wilayah, kependudukan, kondisi sosial, kondisi 
ekonomi, serta visi misi Kota Makassar. Gambaran umum Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan Kota Makassar terdiri dari latar belakang dibentuknya 
instansi tersebut, struktur organisasi, dan pembagian tugas dan fungsi dari 
aparatur dari instansi tersebut. 
4.1.1 Gambaran Umum Kota Makassar 
Kota Makassar sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di 
lingkungan Provinsi  Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan pada 
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- 
daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum  dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822  Selanjutnya Kota 
Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-
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Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), 
dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah 
Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya 
Makassar.   
Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama 
menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 175,77 
km2 dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga yaitu Gowa, 
Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 51 Tahun1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah 
Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan 
Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.   
Pada perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang 
dikembalikan menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang 
menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung 
DPRD Tk.II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan 
budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis.  
Hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 406 tahun sebagaimana 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota 
Makassar yaitu tanggal 9 Nopember 1597.  
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4.1.2 Keadaan Geografis  
Kota Makassar secara administratif sebagai ibukota propinsi Sulawesi 
Selatan berada pada bagian barat pulau Sulawesi dengan ketinggian, 0-25 m 
dari permukaan laut. Kota Makassar secara geografis terletak: 
508, 6, 19 " Lintang Selatan (LS) 
1190 24' 17' 38" Bujur Timur (BT) 
Batas administrasi wilayah Kota Makassar berbatasan dengan: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gowa 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
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Gambar 4.1 
Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar 
Sumber data: WebSite Kota Makassar- Peta Administrasi Kota Makassar 
Secara administratif luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km2 
yang meliputi 14 kecamatan dan terbagi dalam 143 kelurahan. Berikut dapat 
kita lihat pada table 4.1 mengenai jumlah kelurahan menurut kecamatan di 
kota Makassar. 
 
 
 
 
47 
 
Tabel 4.1. 
Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2012 
No. 
Kode 
wil. 
Kecamatan Kelurahan RW RT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 010 Mariso 9 47 217 
2 020 Mamajang 13 56 283 
3 030 Tamalate 10 108 533 
4 031 Rappocini 10 104 555 
5 040 Makassar 14 69 369 
6 050 Ujung Pandang 10 37 139 
7 060 Wajo 8 45 165 
8 070 Bontoala 12 57 257 
9 080 Ujung Tanah 12 50 198 
10 090 Tallo 15 77 455 
11 100 Panakukkang 11 91 570 
12 101 Manggala 6 101 350 
13 110 Biringkanaya 7 67 499 
14 111 Tamalanrea 6 67 337 
Jumlah 143 974 4.827 
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2013. 
 
4.1.3 Penduduk  
Penduduk Kota Makassar tahun 2012 tercatat sebanyak 1.369.606 jiwa 
yang terdiri dari 676.744 laki-laki dan 692.862 perempuan.  
Berikut dapat kita lihat pada tabel 4.2. tentang jumlah penduduk dirinci 
menurut kecamatan di Kota Makassar: 
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Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin  
Kota Makassar Tahun 2012 
No. 
Kode 
wil. 
Kecamatan 
Penduduk Jumlah 
 
Laki-laki Perempuan 
1 010 Mariso 28.1615 28.165 56.524 
2 020 Mamajang 28.892 30.278 59.170 
3 030 Tamalate 87.551 89.396 176.947 
4 031 Rappocini 74.811 79.373 154.184 
5 040 Makassar 40.616 41.862 82.478 
6 050 Ujung Pandang 12.829 14.372 27.201 
7 060 Wajo 14.410 15.220 29.630 
8 070 Bontoala 26.580 27.935 54.515 
9 080 Ujung Tanah 23.597 23.532 47.129 
10 090 Tallo 67.504 67.279 134.783 
11 100 Panakukkang 70.439 71.869 142.308 
12 101 Manggala 61.386 61.452 122.838 
13 110 Biringkanaya 88.297 88.819 177.116 
14 111 Tamalanrea 51.882 53.352 105.234 
Kota Makassar 676.744 692.862 1.369.606 
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2013. 
 
4.1.4 Visi Kota Makassar 
Rumusan Visi Kota Makassar 2014 sebagai bagian pencapaian Visi 
jangka panjang  sebagaimana yang tertuang  dalam Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembanguan Jangka 
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Panjang Daerah (RPJPD)  Kota Makassar Tahun 2005-2025 , yakni  
“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang 
berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”  adalah 
bagian tidak terpisahkan  dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 
Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 
2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 9 Tahun 2006  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010 yakni “Makassar Kota Maritim, 
Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”, sehingga untuk 
menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang 
dan agar dapat dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari 
waktu ke waktu, maka Visi Kota Makassar sebagaimana diamanatkan dalam 
Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor 6 tahun 2009  adalah  “Makassar 
Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”.  
Visi ini terinspirasi dari dua hal  mendasar : Pertama , yakni jiwa dan 
semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, 
terkemuka dan dapat menjadi Kota yang diperhitungkan  dalam pergaulan  
regional , nasional dan global.  Kedua, yakni jiwa dan semangat  untuk tetap 
memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun 
sebelumnya, ditandai denganketerbukaan untuk menerima  perubahan dan 
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perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai- nilai yang menjadi warisan 
sejarah masa  lalu.  Selanjutnya Visi jangka panjang tersebut dijabarkan 
dalam visi 5 (lima) tahunan Pemerintah Kota Makassar, sebagai upaya 
mewujudkan visi jangka panjang dan sikap konsistensi Pemerintah Kota 
Makassar, sehingga tercipta kesinambungan arah pembangunan. 
Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan 
perkembangan lingkungan strategis dengan posisi Makassar Kawasan Timur 
Indonesia, serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang menunjang tinggi 
harkat dan martabat manusia, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kota 
Makassar Tahun 2010 sebagai berikut :  “Makassar sebagai Kota Maritim, 
Niaga, Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”.Visi tersebut 
mengandung makna : 
1. Terwujudnya kota Maritim yang tercermin pada tumbuh  
berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan dalam 
pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun perairan 
secara optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan kualitas 
lingkungan hidupnya; 
2. Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap 
bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar; 
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3. Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan 
merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan 
dengan dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas budi pekerti 
dan relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK);  
4. Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan 
ini dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota 
dan pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam peri 
kehidupannya yang menjaga keharmonisan hubungan manusia 
dengan Tuhan, hubungan manusia dengan  manusia dan hubungan 
manusia dengan alam.  
4.1.5 Misi Kota Makassar 
Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 yang pada 
hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Makassar 
Tahun 2025, maka dirumuskan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 
sebagai berikut: 
1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi 
kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional. 
2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi 
potensi lokal;  
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3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan 
pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat;  
4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama 
berbasis kemajemukan masyarakat;  
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan 
berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur;  
6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan;  
7. Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik. 
 
4.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota 
Makassar 
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan ( KPAP ) Makassar sebagai 
instansi yang memberikan jasa pelayanan publik disektor perizinan sangat 
menyadari adanya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pentingnya iklim 
perizinan yang kondusif. Pada saat ini pembentukan  Kantor  Pelayanan 
Administrasi Perizinan  diatur  berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 
3 Tahun 2009) dengan uraian Tugas diatur melalui Peraturan Walikota 
Makasar Nomor 53 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan Kota Makassar. Namun tidak lama lagi kantor ini akan 
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mengalami peningkatan status kelembagaan menjadi Badan  Pelayanan 
Terpadu dan Penanaman modal dan sistemnya pun akan berubah menjadi 
sistem PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) diatur  berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2013 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. 
Bentuk komitmen pemerintah Makassar dalam meningkatkan sistem 
pelayanan di sektor perizinan, maka Walikota Makassar menetapkan KPP 
Makassar sebagai tempat pelayanan perizinan dengan sistem satu atap 
ditandai dengan dikeluarkanya peraturan Walikota Makassar No.14 tahun 
2005 yang memuat tentang tata cara pemberian izin melalui satu pintu 
pelayanan berawal dan berakhir pada kantor palayayan administrasi 
perizinan.  
4.2.1 Visi dan misi Kantor  Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP) 
Kota Makassar 
Visi adalah gambaran umum yang ingin dicapai di masa depan 
sedangkan misi adalah jalan yang di tempuh untuk mencapai visi. Dalam hal 
ini, Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar menjalankan 
roda organisasinya dengan visi tahun 2009-2014 yaitu :  
“MUDAH,CEPAT, TEPAT DAN TRANSPARAN DALAM PERIZINAN “: 
Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut : 
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1. Menumbuhkembangkan profesionalitas aparat secara berkelanjutan 
dalam pelayanan admnistrasi perizinan. 
2. Menumbuhkembangkan kapasitas KPAP secara berkelanjutan dalam 
Pelayanan administrsi Perizinan. 
3. Menumbuhkembangkan sistem pelayanan berbasis Informasi teknologi 
(IT) untuk pelayanan administrasi perizinan dalam pelayan. 
4. Peningkatan dan pemanfaatan koordinasi sistem pengelolaan Pelayanan 
Perizinan dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perizinan. 
 
4.2.2 Maklumat pelayanan dan janji pelayanan Kantor  Pelayanan 
Administrasi Perizinan Kota Makassar 
a. Maklumat Pelayanan  
 Sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan standard dan 
proses yang ditetapkan. 
 Siap melayani dengan cepat, tetap, ramah, pasti, dan akutabel 
serta tidak meminta atau menerima imbalan dalam bentuk 
apapun selain yang telah ditetapkan. 
 Jika aparatur pelayanan administrasi pelayanan tidak menetapi 
persyaratan tersebut, siap menerima sanksi sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
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b. Janji pelayanan 
Kami segenap pegawai Kantor  Pelayanan Administrasi 
Perizinan Kota Makassar berjanji : 
 Akan melaksanakan pelayanan perizinan dengan sepenuh hati 
guna pencapaian pelayanan kepada masyarakat. 
 Akan melaksanakan pelayanan perizinan dengan 
mengutamakan kepuasan pelayanan. 
 Akan melaksanakan perizinan dengan menjunjung tinggi 
kerhormatan dan kejujuran 
 
4.2.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kedudukan, tugas dan Fungsi KPAP diatur dalam Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.  
 Kedudukan : Berdasarkan keputusan tersebut Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan merupakan unsur pendukung dalam 
melaksanakan tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan perumusan 
kebijakan, koordinasi dan pengendalian dibidang pelayanan 
administrasi perizinan.  
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 Tugas  : Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pengendalian 
dibidang pelayanan administrasi perizinan.  
 Fungsi  
1. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan 
pelayanan administrasi dan peningkatan izin-izin kepada masyarakat; 
2. Penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan bidang penelitian dan 
penerbitan izin-izin yang telah mendapat rekomendasi instansi terkait; 
3. Penyiapan bahan penyusunan program pengelolaan   pungutan biaya 
perizinan dan pembukuan; 
4. Pelaksanaan perancangan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaanya; pengelolaan administrasi 
urusan tertentu. 
4.2.4 Kepegawaian 
Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, KPAP mempunyai 63 
pegawai yang terdiri dari 32 orang PNS dan 28 orang tenaga kontrak. 
Adapun latar belakang pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 Status Pendidikan Pegawai KPAP Kota Makassar 
No Status Pendidikan Jumlah (orang) 
1 Strata tiga (S3) - 
2 Strata Dua (S2) 7 
3 Strata Satu (S1) 32 
4 Diploma (3) 4 
5 SMA  20 
JUMLAH 63 
 
4.2.5 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, 
dan fungsi dialokasikan dalam organisasi.lebih lanjut struktur akan 
berdampak terhadap cara orang melakukan tugas (bekerja) dalam 
organisasi. Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 antara lain : 
1. Kepala kantor 
2. Sub bagian tata usaha 
3. Seksi pada kantor pelayanan  
- Seksi penerbitan izin 
- Seksi penelitian dan administrasi  
- Seksi penerimaan dan pembukuan 
4. Kelompok jabatan fungsional 
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Gambar 4.2 
Struktur Organisasi  
Kantor Pelayanan Administarsi Perizinan Kota Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.6 Mekanisme Pelayanan Perizinan 
 Mekanisme pemberian izin dalam Kota Makassar diatur berdasarkan 
Peraturan Walikota Makassar No.14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Pemberian Izin pada Pemerintah Kota Makassar. 
 Pemberian Izin dalam Kota Makassar berawal dan berakhir pada 
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan. 
KEPALA KANTOR 
SUB BAGIAN TATA 
USAHA 
 
SEKSI PENELITIAN 
ADMINISTRASI 
 
SEKSI PENERIMAAN 
PEMBUKUAN 
 
SEKSI PENERBITAN 
IZIN 
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 Penandatanganan izin asli merupakan kewenangan Walikota yang 
didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan bertindak 
untuk atas nama Walikota. 
4.2.7 Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar 
 Tata cara pemberian izin dalam Kota Makassar diatur berdasarkan 
Peraturan Walikota Makassar No.14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Pemberian Izin pada Pemerintah Kota Makassar. 
 Pemberian Izin dalam Kota Makassar berawal dan berakhir pada 
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan. 
 Pelaksanaan Tata cara pemberian izin pada KPAP: 
 1. Untuk  mendapatkan  Izin  dalam  Kota  Makassar, pemohon   
mengajukan   permohonan  kepada  Walikota melalui Kepala Kantor 
Pelayanan  Administrasi  Perizinan  
 2. Mengisi formulir yang  telah disiapkan Kantor  Pelayanan Perizinan 
dengan melampirkan persyaratan  administrasi yang telah ditetapkan. 
 3. Kajian teknis oleh Dinas Teknis Fungsional, dan mengeluarkan 
(Rekomendasi teknis ) 
4. Rekomendasi teknis  merupakan  syarat  penerbitan pada Kantor 
Pelayanan adm Perizinan KPAP 
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5.  Penandatanganan  izin   asli   merupakan    kewenangan Walikota   
yang   didelegasikan   kepada   Kepala  Kantor Pelayanan Perizinan 
bertindak untuk atas nama Walikota. 
Gambar 4.3 
Alur Proses Perizinan 
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BERKAS
PENGECEKAN 
REKOMENDASI
NASKAH IZIN
SIAP
DITANDA
TANGANI
PENGECEKAN
BUKTI PEMBAYARAN
IZIN TELAH
DITANDATANGANI
PENANDATANGANAN
IZIN
KAJIAN TEKNIS
REKOMENDASI 
TEKNIS
DINAS 
TEKNIS
PENGAMBILAN FORMULIR 
& PENYERAHAN BERKAS
PENYERAHAN IZIN
ALUR PROSES 
PERIZINAN
Sumber: Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan 
61 
 
4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
 
4.3.1.  Pengembangan E-Government di Kantor Pelayanan Administrasi 
Perizinan Kota Makassar. 
  
Sebagaimana Tujuan Pengembangan E-goverment berdasarkan Inpres No.3 
Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
government, disebutkan bahwa pengembangan E-government merupakan upaya 
untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis 
(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara 
efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-government dilakukan penataan sistem 
manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan 
pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut 
mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :  
a) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses 
kerja secara elektronis;  
b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat 
diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah 
negara.  
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada 
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar, maka dapat 
digambarkan bahwa pengembanganan E-government  dalam: 
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4.3.1.1 Proses pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem 
manajemen dan proses kerja secara elektronis pada KPAP 
Kota Makassar saat ini: 
Berikut adalah kutipan wawancara dengan Kepala Seksi Penerbitan 
Bapak Drs. Andi.Pangerang: 
 “Proses Pengolahan datanya begini data awal pemohon diregistrasi didepan, 
didepan juga punya tingkat security sendiri dalam sistem hanya bisa 
mendaftar, setelah berkas didaftar berkas itu secara manually ya dikirim ke 
dinas teknis masing-masing, dulu rencananya berkas data yang sudah ada 
ini sudah adapula didinas teknis dengan tampilan yang sama sehingga  
dikirim di dinas teknis dengan menggunakan jaringan apa ini namanya, 
kemudian di backup pake flashdisk karena tidak ada yang menjamin data itu 
aman pada saat dia online, nah setelah dari sana mereka di dinas teknis 
yang mengisi data-data yang masih kosong sebagai hasil kajian teknis 
kemudian di kirim kemari sampai disini kita melakukan pengecekan hasil dari 
rekomendasi dan setelah itu dicetak kemudian  ditandatangani oleh kepala 
KPAP, begitu simpel saja”. (wawancara tanggal 15 Januari 2014) 
Dalam wawancara selanjutnya dengan Ibu A. Asfianti Syamsu Alam, 
SE selaku Kepala Seksi Penelitian Administrasi  dan Penelitian: 
“Pengolahan datanya seperti ini pemohon itu kesini dulu terus tidak stop 
sampai disini karena berkasnya dikirim kedinas teknis, misalnya IMB dinas 
teknisnya itu Dinas Tataruang masih secara manual, begitu juga dari dinas 
teknis nanti ada petugas dari sana kirim balik lagi kesini hasil 
rekomendasinya, kalau sudah terbit rekomendasi dari dinas teknis itu tinggal 
langsung di input didata secara otomatis kan di scan setelah itu langsung di 
print diserver, kemudian di arsipkan secara pengarsipan elektronik, jadi masih 
begitulah. Tapi rencana ditahun ini Insya Allah nanti kita akan berubah sistem 
ke PTSP dari Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan menjadi Badan 
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal jadi lebih efisien karena semua 
perwakilan dari kantor itu bertempat di sini jadi berkasnya udah gak keluar 
selesai disini disatu tempat, jadi mungkin akses atau e-govnya lebih bisa kita 
terapkan” (wawancara tanggal 15 Januari 2014). 
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Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengolahan 
data  di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan ini sudah memadai dalam 
memenuhi standar sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. 
Hanya saja dalam proses transaksi data  yang berurusan dengan Dinas 
Teknis, dalam hal ini Dinas Teknis yang berkepentingan ada 8 masing-
masing yaitu: Dinas Tataruang, Dinas Perindustrian, Kantor Sekda bagian 
Ekonomi Pembangunan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas 
Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi dan Informasi, dan Dinas Kesehatan, 
masih secara manual dalam pengiriman datanya.  
Perencanaan sebelumnya bahwa berkas data yang sudah ada, 
seharusnya sudah adapula di Dinas teknis dengan tampilan yang sama 
dikirim dengan menggunakan jaringan MAN (Metropolitan Area Network) 
namun hal itu mengalami hambatan karena keterbatasan infrastruktur, akan 
tetapi dalam waktu dekat ini Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan akan 
mengalami perubahan peningkatan status kelembagaan dari yang 
sebelumnya berstatus Kantor akan berubah menjadi Badan  Pelayanan 
Terpadu dan Penanaman modal dan sistemnya pun akan berubah menjadi 
sistem PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sehingga proses kerja dalam 
pengelolaan datanya secara pendaftaran, diproses, dan dikeluarkan di Badan 
itu sendiri tidak perlu lagi keluar ke Dinas teknis, karena perwakilan Dinas 
Teknis masing-masing akan bergabung kedalam Kantor Pelayanan 
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Administrasi Perizinan, sehingga pengelolaan datanya bisa lebih efisien 
karena di dalam Kantor Pelayanan Administrasi sendiri tersedia jaringan LAN 
(Lokal Area Network) yang memudahkan bertukar informasi atau transaksi 
data untuk menghubungkan komputer dalam kantor secara langsung .   
Adapun data yang telah dirampungkan oleh Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan Kota Makassar setelah dicetak kemudian di arsipkan 
dengan  menerapkan  model   pengarsipan  elektonik  yaitu menampilkan  
naskah izin yang telah diterbitkan sesuai dengan bentuk naskah izin asli yang 
telah diterbitkan dalam bentuk visual setelah melalui proses (Scanner) yang 
dibuat dalam bentuk (JPG) sehingga tidak mudah untuk diubah, dan 
disimpan pada bank data, hal ini berguna juga untuk memudahkan dalam 
melakukan pengecekan atas  naskah izin asli yang telah diterbitkan bilamana 
diperlukan.  
Sementara untuk Pengelolaan Informasinya Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan mempunyai media untuk penyampaian atau 
pemberian Informasi kepada masyarakat dengan menyediakan Website dan 
layanan SMS gateway.  
Seperti yang di ungkapkan Kepala Seksi Penerbitan Bapak Drs. Andi 
Pangerang: 
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“Kita ada sms gateway dan website, jadi sms gateway inikan salah satu 
bentuk layanan jadi ini menginformasikan tentang status report proses 
perizinan sampai sejauh mana proses itu berjalan yang kita sampaikan yang 
formatnya seperti ini jadi ketik izin spasi nomor registrasi yang diberikan, ini 
bisa di akses oleh orang atau pemohon izin yang telah teregistrasi dan 
selanjutnya bisa dipakai ngecek perjalanan izinnya. Tapi untuk saat ini lagi di 
maintanance karena ada perubahan apa fameware ya istilahnya jadi di 
upgrade platform menggunakan oversourse karena berhubungan dengan 
sistem jadi sekalian kita rubah bukan hanya untuk mengetahui status report 
tapi juga bisa meberikan informasi lain misalnya diluar informasi proses 
perizinan dari tata cara pemberian izin, persyaratan bisa didapat melalui sms” 
(wawancara tanggal 15 Januari 2014) 
Dalam wawancara selanjutnya dengan ibu A. Asfianti, SE selaku 
Kepala Seksi Penelitian Administrasi tentang pemberian informasi  
“Pemohon untuk mengetahui perkembangan izinnya bisa melalui sms 
gateway, mereka bisa sms ke nomor yang telah kita cantumkan di tanda 
terima berkas di 08114130600 itu akan terjawab otomatis kalau dia 
menanyakan sesuai dengan petunjuk yang ada di tanda terima berkas itu, 
proses izinnya sudah sejauhmana kalau dia ada kendala terjawab sesuai 
kondisi perizinan yang diajukan, itu salah satu upaya e-gov yang kita pakai 
sms gateway” (wawancara tanggal 15 Januari 2014) 
Sebagai komitmen upaya peningkatan kualitas dalam pelayanan 
publik, Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP) Makassar berusaha 
mewujudkan, salah satunya dengan pembangunan sistem pelayanan 
perizinan berbasis komputerisasi yang terintegrasi. Sistem yang dinamakan 
Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPP) tersebut diharapkan lebih 
efektif dan efisien dalam proses pelayanan perizinan. 
Masih dalam komitmen yang sama, SMS Gateway SIPP berperan 
dalam mempermudah masyarakat, dalam hal ini pemohon izin untuk 
mengetahui tahap-tahap perkembangan proses izin yang telah mereka 
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ajukan. Sistem informasi ini memilih teknologi Short Message Service, 
dengan dasar pemikiran bahwa masyarakat awam pun dewasa ini tidak asing 
lagi dengan fasilitas yang disediakan oleh provider-provider seluler tersebut. 
Kemudahan akses dan biaya akses untuk golongan masyarakat tertentu 
menjadi alasan yang lebih spesifik. 
Dalam hal teknik Forwarding Messages (pesan konfirmasi ke user), 
ada 2 (dua) jenis yang tersedia pada sistem ini, yaitu:  
1. Pesan konfirmasi atas permintaan user. 
Sistem ini melayani permintaan pemohon yang melakukan pengiriman 
pesan dengan keyword tertentu. Untuk sistem ini menggunakan keyword : 
IZIN [spasi] NO. REGISTRASI PEMOHON. Nomor registrasi pemohon 
tersebut tercantum pada lembaran/struk yang didapatkan pada saat 
pemohon izin telah melakukan pendaftaran permohonan izin. Pesan yang 
diterima oleh sistem diproses, kemudian dilakukan pencarian pada Database 
Server SIPP sesuai dengan nomor registrasi yang diminta. Pesan konfirmasi 
dikirimkan ke user sesuai dengan tahap perkembangan izin mereka saat itu. 
2. Pesan konfirmasi otomatis. 
Teknik ini bekerja secara otomatis pada saat status izin pemohon baru saja 
selesai (telah diarsipkan/di-scan) atau data izin baru saja di-update pada status 
“ditolak” dengan alasan teknis tertentu. Fasilitas ini dapat mempermudah dan 
mempercepat pemohon izin dalam mendapatkan informasi dan menindaklanjuti 
informasi tersebut.  
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Pesan konfirmasi yang dikirimkan ke user berdasarkan pada tahap-tahap 
perkembangan proses izin pemohon atau konfirmasi lain yang sifatnya informatif. 
Contoh Content pesan dibagi dalam beberapa macam pada uraian  sebagai berikut:  
- No. Reg: [xxxxxxxxxxx] - [nama pemohon] : Berkas permohonan izin 
anda telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan.  
Pesan ini terkirim apabila user melakukan permintaan SMS sesaat setelah 
melakukan pendaftaran permohonan izin hingga 24 jam setelah itu.  
- No. Reg: [xxxxxxxxxxx] - [nama pemohon] : Berkas permohonan izin 
anda sementara dalam proses kajian teknis  
Pesan ini terkirim apabila user melakukan permintaan SMS 24 jam setelah 
melakukan pendaftaran permohonan izin hingga data teknis belum ada/di-
input.  
- No. Reg: [xxxxxxxxxxx] - [nama pemohon] : Karena alasan teknis, izin 
anda belum dapat diterbitkan, silahkan hubungi KPAP Makassar  
Pesan ini terkirim secara otomatis sesaat setelah status izin di-update pada 
posisi “ditolak” karena alasan teknis. Pesan ini juga terkirim apabila user 
melakukan permintaan SMS.  
- No. Reg: [xxxxxxxxxxx] - [nama pemohon] : Berkas permohonan izin 
anda telah mendapatkan rekomendasi teknis  
Pesan ini terkirim apabila apabila user melakukan permintaan SMS dan data 
rekomendasi teknis telah di-input hingga surat izin tercetak dan dalam proses 
administratif lainnya, namun belum diarsipkan/di-scan.  
- No. Reg: [xxxxxxxxxxx] - [nama pemohon] : Izin anda telah rampung, 
silahkan mengambil pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan  
Pesan ini terkirim secara otomatis sesaat setelah status izin diarsipkan/di-
scan. Pesan ini juga terkirim apabila user melakukan permintaan SMS.  
- No. Reg: [xxxxxxxxxxx] : Tidak terdaftar pada database kami  
Pesan ini terkirim apabila apabila user melakukan permintaan SMS dan 
nomor registrasi yang dimasukkan tidak ditemukan pada Database Server 
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SIPP. Hal ini bisa terjadi misalnya jika keyword yang dimasukkan benar 
namun ada kesalahan user memasukkan nomor registrasi.  
- Periksa Nomor Registrasi anda, ketik: IZIN [spasi] [No. Registrasi 
Anda]  
Pesan ini terkirim apabila apabila user melakukan permintaan SMS dan 
format penulisan keyword yang salah atau user memasukkan tulisan di luar 
format yang telah ditentukan. 
 
 
Gambar 4.4 
Tampilan Data Laporan Aktifitas SMS Gateway 
 
Sumber data : Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar 
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Gambar 4.4 
ALUR KERJA SISTEM SMS Gateway 
Sumber data : Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang 
menggunakan fasilitas sms gateway pelayanan perizinan Bpk. Erwin 
Manong: 
“ Saya kira ada manfaatnya memang sms gateway ini dengan kita diberikan 
nomor registrasi setelah melakukan penyetoran berkas kita bisa cek kalau 
kita sibuk bagaimana dengan proses perizinan kita, apakah ada kendala, 
supaya kita tidak perlu datang cek ke kantor perizinan” (wawancara 6 Maret 
2014). 
   
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bpk. Ummu Calsum Kadir: 
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“ya.. cukup membantu dengan adanya sms gateway ini setidaknya kita tidak 
perlu bolak-balik lagi ke perizinan menanyakan seperti saya urus Izin usaha 
sudah dimasukkan ke perindustrian atau belum, kapan selesainya, nah bisa 
dipergunakan sms saja“ (wawancara 6 Maret 2014). 
 
Namun adapun yang berpendapat berbeda dengan pemanfaatan sms 
gateway, Bpk. Andi Akil: 
“ ini yah kalau sms itu kadang tidak terkirim, jadi mau tidak mau kita harus 
pergi tanyakan lagi kalau dirasa sudah cukup lama, kan katanya 12 hari kerja 
kalu IMB jadi 6 hari di control lagi” (wawancara, tanggal 6 Maret 2014). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pemanfaatan sms gateway ini sudah cukup membantu menyederhanakan 
kegiatan masyarakat atau pengguna layanan perizinan untuk mengetahui 
status report dari masing-masing Izin yang di ajukan, sehingga prosesnya 
bisa diketahui tanpa harus ke KPAP. 
Upaya lain pemanfaatan E-government yang telah dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Makassar meliputi pembukaan website. Pembukaan 
website www.perizinan.makassarkota.go.id adalah merupakan titik awal 
pemanfaatan E-government.  
Dengan adanya website ini maka diharapkan akan memudahkan 
akses untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan standar 
pelayanan perizinan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Administrasi 
Perizinan Kota Makassar. Dari sisi layanan publik, adanya website ini 
diharapkan mendorong masyarakat Kota Makassar akan semakin mudah 
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dalam mendapatkan informasi layanan perizinan dan memberi dorongan 
untuk berpartisipasi dalam perbaikan kualitas layanan melalui media internet.  
Adanya website www.perizinan.makassarkota.go.id sebagai indikator utama 
dalam E-government menunjukkan adanya keinginan dari pemerintah Kota Makassar 
untuk memanfaatkan TIK dalam proses pemberian layanan publik kepada 
masyarakat. Website inilah yang akan menjadi sarana interaksi utama dalam 
pemberian layanan publik, dari sekedar penyampaian informasi yang berkaitan 
dengan layanan publik, sampai pada tahapan masyarakat akan bisa melakukan 
transaksi layanan publik, bahkan pada tahapan tertentu seluruh transaksi layanan 
publik akan bisa dilakukan melalui website tersebut.  
Hal di ungkapkan oleh Kepala Tata usaha Bapak Muhammad Saad, 
SH, MH mengenai Website KPAP: 
“Kalau di web itu sekedar penyampaian informasi yang kita miliki, jadi cuma 
menyediakan informasi sepihak, sistemnya masih terbatas belum online betul, tapi 
nanti akan lebih lengkap ditambahkan beberapa item yang ditonjolkan sebelumnya 
belum tercover nanti bisa tercover disitu” (wawancara 28 januari 2014) 
Hasil wawancara lainnya dengan Bapak Drs. Andi Pangerang selaku 
Kepala Seksi Penerbitan mengenai pengolahan informasi dengan website 
perizinan:  
“..........website ini tujuannya dibuat untuk media konsultasi tapi banyak 
dimasuki orang dikata-kataii pake kata-kata kotor, di masuki gambar obat, 
kita sudah blok tapi tetap msih ada. Sekarang layanan tanya jawabnya kita 
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alihkan ke email ada alamatnya keliatan di website” (wawancara tanggal 15 
Januari 2014). 
Dari petikan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa website 
perizinan belum difungsikan secara maksimal karena belum adanya 
maintenance yang bisa memelihara website agar terhindar dari kejahatan 
dunia maya, seperti yang terjadi banyaknya spam atau postingan dari orang-
orang yang tidak bertanggung jawab memasuki website ini. 
Berikut pula hasil wawancara mengenai tanggapan masyarakat yang 
menggunakan fasilitas website perizinan oleh Bpk. Paulus : 
“ bagusnya website di perizinan ini lebih di upgrade, mungkin ada informasi 
lain selain dari persyaratan bisa ditampilkan misalnya kejelasan prosedurnya 
bagaimana, dan kalau kita bertanya bisa di balas” (wawancara tanggal 9 
Maret 2014). 
Namun agaknya tidak semua masyarakat berpendapat sama tentang 
pelayanan perizinan berbasis E-government dalam pembahasan diatas 
seperti yang di ungkap oleh H. Imran:  
“rumit juga kalau harus buka web seperti itu karena susah untuk orang-orang 
tua seperti kami. Tambah pusing di lihat, lebih baik pake cara biasa sepeti 
yang sebelumnya, datang saja ke KPAP tanya langsung.” (wawancara 
tanggal 9 Maret 2014). 
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan dalam kenyataannya 
website yang dibuka oleh Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota 
Makassar baru bisa digunakan untuk mengakses informasi dan berita yang 
berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, 
bahkan masih ada beberapa fitur yang belum bisa diakses itupun dengan 
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update berkala yang tidak dilakukan sehinggga informasi yang sudah lewat 
beberapa bulan masih diposting. Demikian juga pertanyaan yang diajukan 
melalui website terkadang membutuhkan waktu untuk sekedar ditanggapi. 
4.3.1.2 Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. 
Pengembangan E-government juga berdampak pada kejelasan 
prosedur pendataan lainnya. Misalnya saja proses pendaftaran Perizinan 
dimana sebelumnya setiap instansi harus membuat sebuah unit yang 
bertugas untuk membuat dan menerbitkan blanko ataupun formulir isian 
dalam penerapan Electronic government. Unit tersebut bisa saja dihilangkan 
dengan menerapkan pendaftaran dan pengisian formulir berbasis internet 
sehingga masyarakat cukup mendownload file yang diterbitkan dalam 
internet tentu saja hal tersebut dapat disederhanakan kembali dengan 
metode penginputan data langsung ke “server induk”. Artinya data yang ada 
di input langsung oleh masyarakat sendiri dan diolah oleh “operator pusat” 
sehingga keamanan data dari masyarakat atau pemohon izin dapat 
ditingkatkan. 
Metode diatas dapat ditopang dengan adanya, jejaring internet atau 
“web server” dapat pula menjadi sarana sosialisasi prosedur yang efektif 
dikarenakan aksesnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jika 
dilihat dari kualitas sosialisasi, sosialisasi yang berkualitas harusnya 
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dilaksanakan secara berkesinambungan diseluruh lapisan masyarakat. 
Kendala yang sering terjadi dalam proses sosialisasi prosedur adalah 
banyaknya waktu, tenaga dan biaya yang terbuang dalam mencapai asas 
berkelanjutan tersebut. Dengan memanfaatkan jejaring internet kendala 
tersebut dapat diminimalisir disebabkan akses internet yang tidak mengenal 
batas waktu, biaya yang relative murah dan hanya perlu satu orang staf yang 
bertugas sebagai “operator” untuk mengupdate bahan sosialisasi walaupun 
dalam metode sosialisasi seperti ini membutuhkan eksistensi masyarakat di 
dunia maya yang pada kenyataannya belum terlalu tinggi namun setidaknya 
dapat menjadi solusi dari tersedianya akses informasi terhadap kejelasan 
prosedur pelayanan publik 
Berikut kutipan wawancara mengenai pendaftaran melalui formulir 
online dengan ibu A. Asfiyanti, SE selaku Kepala Seksi Penelitian 
Administrasi: 
“Untuk kesana itu ada, Kemarin juga ada rapat di Balaikota di ruangannya 
pak Sekda membahas masalah ini juga, ada yang mau membantu dari 
swasta tapi sampai sekarang belum terealisasi bahwa seperti tadi yang 
dimaksud pendaftaran formulir bisa online itu sih maunya kita seperti itu tapi 
sampai sekarang faktor pendukung sarana dan prasarananya dan itu 
penganggarannya untuk di Kantor Perizinan ini masih kurang, keinginan kita 
sih selalu ada malah kita lebih enak kan mempermudah kita untuk 
memberikan pelayanan, tapi untuk sementara kondsinya seperti itu ya Insya 
Allah setelah pelantikan berubah menjadi Badan setelah ketuk palu itu akan 
menuju kesana artinya mempermudah pemohon untuk mengurus izin yang 
jelas tujuan kita untuk mempermudah itu selalu ada dari tahun ke tahun”. 
(wawancara tanggal 15 Januari 2014). 
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Dari kutipan wawancara mengenai pengembangan E-government 
dalam pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan publik khususnya  
dalam pelayanan perizinan dapat diakses secara mudah dan murah oleh 
masyarakat dengan upaya pembuatan formulir online adalah keinginan dari 
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan namun yang menjadi kendala 
adalah faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana yang belum tersedia 
sebab penganggaran untuk Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan masih 
kurang.  
Hal lainnya di ungkapkan oleh Bapak Drs. Andi Pangerang selaku 
Kepala Seksi Penerbitan mengenai akses Formulir Online: 
“Dari dulu saya sadar bahwa masyarakat sudah malas berurusan dengan 
pemerintah, dari rumahnya saja sudah bisa mengaskses formulir akan tetapi 
itu tidak gampang karena apakah  hanya sekedar mencentang-centang saja, 
oh ini ada, ini ada. Tetapi  ada dokumen atau berkas administrasi seperti 
keterangan lurah, camat, sertifikat-sertifikat yang harus dipenuhi, surat-surat 
akan divalidasi untuk mengecek keabsahannya, karena tidak ada yang bisa 
menjamin bahaya dunia maya nanti kalau discan ada yang menduplikasi kan 
tidak semudah itu” (wawancara tanggal 15 Januari 2014). 
Demikian petikan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 
untuk pengembangan E-government ada beberapa hal yang juga butuh 
diperhatikan keamanannya, sistem keamanan yang tidak memadai 
memungkinkan data-data penting atau rahasia seperti sertifikat-sertifikat bisa 
diperoleh oleh pihak-pihak yang tidak berwenang setidaknya butuh persiapan 
yang matang agar dapat di protek dari kejahatan-kejahatan dunia maya. 
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Pemanfaatan Teknologi sebagai upaya pengembangan E-government 
dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan ataupun tahapan. Dalam 
implementasinya, dapat dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan yang 
dapat ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui E-
government. 
Berdasarkan dua aspek di atas maka tingkat layanan E-government 
dalam gambar berikut (Indrajit, 2002: 30) 
Gambar 4.5 
Tingkatan Layanan E-government 
Tingkatan 
(Nilai) 
 
 
 
  
 
Kompleksitas 
Sumber data: PIU UK 2000, Fig. 4.1. dalam Achmad Djunaedi, 2003, Beberapa Pemikiran 
Penerapan e-government dalam Pemerintah Daerah Di Indonesia hal 4 
Adapun berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003, penerapan E-
Government di setiap lembaga pemerintah mengacu pada tahapan 
TRANSAKSI: Layanan pencarian informasi, pembelian produk 
dan pengisian formulir untuk diproses (misal mengisi dan 
membayar pajak) 
PUBLIKASI: Layanan Penyediaan informasi 
untuk pengguna (misal.berita) 
INTERAKSI: Layanan Pencarian dan Pengambilan 
informasi berdasarkan Kriteria dari pengguna  (misal 
direktori medis)   
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pengembangan E-Government nasional sesuai dengan kondisi setiap 
lembaga pemerintah, meliputi:  
a. Tingkat 1 – Persiapan 
• Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap 
lembaga. 
• Sosialisasi situs web baik untuk internal dan publik. 
b. Tingkat 2 – Pematangan 
• Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif. 
• Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain. 
c. Tingkat 3 – Pemantapan 
• Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik. 
• Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. 
d. Tingkat 4 – Pemanfaatan 
• Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to 
Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to 
Consumers (G2C) yang terintegrasi.  
Berdasarkan hasil penelitian sejauh ini tahapan pengembangan E-
government  dalam pemanfaatan Teknologi di Kantor Pelayanan Administrasi 
Perizinan Kota Makassar, E-government yang dilaksanakan ini baru 
mencapai tahapan publikasi dan interaksi, yang dilakukan melalui forum 
konsultasi pelayanan, email dan SMS gateway, atau dapat pula dikatakan 
masih berada pada tingkat pertama yaitu persiapan dalam pembuatan situs 
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web sebagai media informasi dan komunikasi sedangkan tingkat kedua yaitu 
pematangan dalam pembuatan situs web informasi publik yang bersifat 
interaktif dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain 
belum terlalu maksimal karena informasi publik secara interaktif dialihkan di 
email, sedangkan tingkat tiga (pematangan) yaitu pembuatan situs web yang 
bersifat transaksi pelayanan public dan pembuatan interoperabilitas aplikasi 
dan data dengan lembaga lain dan juga  tingkat empat (pemanfaatan) yaitu 
Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to 
Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to 
Consumers (G2C) yang terintegrasi belum dapat tercapai. 
4.3.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapanan E-government di 
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan. 
Di dalam mengembangkan dan mengimplementasikan konsep 
Electronic government, ada sebuah prinsip dari Oracle (sebuah perusaahan 
software database) yang baik untuk diterapkan, yaitu : “Think big, start small. 
Scale fast, deliver value”. Inti dari perkataan tersebut adalah pemerintah 
khususnya Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan harus memiliki visi yang 
jauh dan besar terhadap konsep E- government yang ingin diterapkannya. 
Berdasarkan visi yang besar tersebut maka disusunlah sejumlah langkah-
langkah kecil pelaksanaan dan implementasi aplikasi E-government di 
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berbagai bidang yang perlahan namun pasti dikembangkan untuk menuju visi 
besar itu.  
Cepat atau lambatnya pelaksanaan E-government ini sangat 
tergantung dari seberapa peka pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam 
membaca perkembangan dunia (trend dan kecenderungan). Di dalam era 
globalisasi sangat banyak variabel dan parameter yang berada di luar kontrol 
sebuah pemerintahan sehingga memaksa pemerintah dan masyarakatnya 
untuk dapat menerapkan suatu strategi atau konsep yang tepat  dalam 
menjawab tantangan globalisasi. Namun beberapa faktor yang 
mempengaruhi penerapan E-government di kota Makassar khususnya di 
Kantor Pelayanan Adminitrasi Perizinan, antara lain: 
4.3.2.1 Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pelaksanaan Electronic 
Government. 
Kesuksesan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap 
masyarakat tidak serta merta dapat terjadi tanpa adanya kebijakan yang jelas 
dan sistematis. Berkaitan dengan pelaksanaan Electronic government dalam 
lingkup Kantor Pelayanan Administrasi di Kota Makassar maka hal paling 
utama yang perlu dilakukan adalah peninjauan dan analisis terhadap 
kebijakan yang mengatur kegiatan tersebut. Namun secara mendetail tidak 
ditemukan kebijakan yang mengatur tata pelaksanaan E-government, dan hal 
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inilah yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini. Harus diakui 
bahwa tidak terperincinya kebijakan yang mengatur hal ini bisa saja 
menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan E-government khususnya 
dalam hal-hal teknis. Tanpa adanya kebijakan mustahil pengembangan E-
government bisa sukses. Pemerintah daerah harus merumuskan kebijakan 
yang pro terhadap implementasi dan pengembangan E-government. Salah 
satu indikator untuk mengidentifikasi kebijakan dari pemerintah daerah 
adalah apakah ada kebijakan secara khusus yang mengatur tentang 
implementasi E-government yang dibuat oleh pemerintah daerah. Selain itu, 
untuk melihat apakah kebijakan pemerintah daerah sudah mencerminkan 
keinginan untuk mengimplementasikan E-government adalah dengan melihat 
apakah ada unit organisasi secara khusus yang ditunjuk untuk mengelola E-
government. 
Berikut hasil wawancara mengenai kebijakan E-government yang 
belum ada alasannya menurut Bapak Andi Apriady, SH, MH kepala Bagian 
Hukum dan HAM Setko Makassar: 
“....... untuk regulasi baik Peraturan daerah atau Peraturan walikota memang 
belum ada, karena E-government bisa berjalan itu harus ditinjau dari 
kesiapan pemerintah, dilihat permasalahan di Makassar yang sangat 
kompleks kan beda dengan kota kecil, apalagi masyarakat masih belum,  
pertisipasi dalam memanfaatkan IT, dan  pada dasarnya pengembangan e-
government memiliki lingkup kegiatan yang luas dan memerlukan 
pembiayaan yang besar, namun ketersediaan anggaran pemerintah 
terbatas.” (wawancara 30 Desember 2013) 
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Dari petikan wawancara dapat disimpulkan pada tingkat kebijakan 
tidak ada kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang secara 
khusus berhubungan dengan E-government. Pemerintah daerah kurang 
memiliki inisiatif untuk membuat peraturan daerah dan regulasi daerah 
lainnya seperti peraturan walikota yang mengaddress masalah penerapan E-
government di pemerintah daerah. Namun ada rencana induk 
pengembangan E-government Kota Makassar dan juga Keputusan Walikota 
yang dikeluarkan mengenai pembentukan Tim Koordinasi pengembangan E-
government untuk dijalankan ditiap SKPD Kota Makassar.  
4.3.2.2  Sumber daya manusia  
Memperhatikan kondisi yang ada, penerapan  Electronic government 
menghadapi beberapa tantangan khususnya yang dihadapi oleh organisasi 
pemerintah. Salah satu diantaranya adalah masalah sumber daya manusia 
yang belum memadai. Penerapan E-government di kantor-kantor publik perlu 
didukung oleh pegawai yang mengerti mengenai teknologi. Menghadapi 
tantangan tersebut di atas, Pemerintah kiranya perlu melakukan upaya 
peningkatan kualitas SDM, perlu diadakannya pelatihan bagi para pegawai 
pemerintahan mengenai teknologi. Yang juga diperlukan adalah pegawai 
yang mau belajar dan mampu menanggapi perubahan (manage change). 
Teknologi informasi berubah secara cepat sehingga kemauan belajar pun 
dituntut untuk dimiliki setiap pegawai lembaga publik.  
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Selain itu penerapan E-government memerlukan perubahan dalam organisasi 
dan dukungan keterampilan baru. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya 
manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan 
membuka seluas-luasnya akses informasi serta mendorong kepada semua pihak untuk 
ikut berpartisipasi dalam mengembangkan bidang ini. Memberikan inspirasi pada 
kalangan bisnis, industri, akademis dan masyarakat luas untuk berpartisipasi haruslah 
menjadi ide utama dalam program E-government, karena tujuan utama dari program 
ini adalah untuk menyediakan pelayanan pemerintah yang lebih baik, lebih cepat, dan 
lebih murah kepada masyarakat.  
Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah 
umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. 
SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM 
ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari E-government. Pada sejumlah 
kantor pemerintah daerah, PNS yang mempunyai kemampuan di bidang teknologi 
informasi dan komunikasi jumlahnya sangatlah sedikit dan umumnya tidak berlatar 
belakang pendidikan sarjana bidang Informatika atau Elektro.  
Sesuai kondisi diatas maka untuk menunjang palayanan pubik yang 
berkualitas seharusnya Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan di Kota 
Makassar memiliki beberapa tenaga ahli dalam bidang tersebut berupa 
keluaran perguruan tinggi berbasis IT ataupun pegawai yang punya keahlian 
dalam bidang tersebut. Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Administrasi 
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Perizinan di Kota Makassar sebanyak 63 orang dengan perincian sebagai 
berikut :  
Tabel 4.4 
Data Potensi  Pegawai  Kantor  Pelayanan Administrasi  Perizinan  Kota  
Makassar 
Pegawai Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan 
Urutan Kepangkatan 
Golongan Latar Belakang Pendidikan 
PNS 32 Orang Golongan IV 3 Orang Strata 3 (S3) _ 
KONTRAK 28 Orang Golongan III 22 Orang Strata 2 (S2) 7 Orang 
JUMLAH 63 Orang Golongan III 10 Orang Strata 1 (S1) 32 Orang 
LAKI-LAKI 24 Orang Golongan I _ Diploma (3) 4 Orang 
PEREMPUAN  39 Orang     SMA 20 Orang 
Sumber data : Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di antara 63 orang pegawai 
tersebut, hanya 4 orang staf yang mempunyai kompetensi keilmuan dalam bidang 
komputerisasi dan pengolahan jaringan (ICT) sedangkan sisanya merupakan lulusan 
dari lembaga pendidikan umum, dan hanya sebagian mampu mengopersikan dasar-
dasar aplikasi yang sesuai dengan wilayah kerja mereka. Menjadi menarik untuk di 
cermati dalam situasi saat ini ketika komputerisasi menjadi pijakan dari pelayanan 
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publik modern namun kurang ditunjang dengan sumber daya manusia yang lebih 
dalam penguasaan dan pengoperasian media digital.  
Berikut wawancara dengan Kepala Tata Usaha Bapak Muhammad 
Saad, SH, MH mengenai SDM dalam pelatihan dan bimbingan teknis dalam 
memanfaatkan IT: 
“penguasaan Teknologi pada SDM di sini memang masih kurang, tapi untuk 
pelatihan-pelatihan pegawai, sudah pernah ada dulu yang lakukan pelatihan 
di bidang IT, tapi itu sudah lama yang lakukan itu dulu PT. Telkom” 
(wawancara 28 Januari 2014)  
 
Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa kemampuan dan 
keterampilan yang dimiliki pegawai Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota 
Makassar masih kurang karena masih jarang pelatihan-pelatihan mereka ikuti yang 
dilaksanakan instansi tersebut dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan tugasnya. 
Dibutuhkan kemampuan dan keterampilan pegawai ini berperan dalam mengatasi 
hambatan yang timbul dalam implementasi E-government, misalnya dalam 
penggunaan penggunaan sistem berbasis komputer ataupun jaringan. Dengan tingkat 
pengetahuan dan keterampilan pegawai yang memadai maka diharapkan Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar dapat menyesuaikan diri dengan 
lebih cepat.  
Peningkatan sumberdaya manusia PNS untuk implementasi E- 
government perlu penanganan yang serius dan dilakukan bersama oleh 
pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak swasta. Di dalam pelatihan dan 
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peningkatan sumberdaya manusia, perlu mengubah pandangan tentang 
teknologi informasi dan komunikasi; bukan sekadar alat untuk mengelola 
informasi, melainkan ia memiliki aspek budaya. Teknologi bukan hanya 
menuntut penguasaan atas perangkat kerasnya, melainkan mengubah diri 
kita berinteraksi dengan masyarakat melalui teknologi informasi dan 
komunikasi. 
4.3.2.3 Infrastruktur 
 Infrastruktur telekomunikasi di Kota Makassar khususnya di Kantor 
Pelayanan Administrasi memang masih kurang. Pemerintah juga belum 
menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini, seperti yang 
diungkapkan dalam wawancara dengan Ibu Asfiyanti, SE selaku Kepala seksi 
Penelitian Administrasi: 
“Faktor penghambat mungkin ini ya dari segi penganggarannya, namanya 
untuk itu pasti butuh biaya, nah anggaran itu kita belum punya untuk setiap 
skpd, ada kemarin satu dibuat dibalikota tapi tidak bisa mengcover semua itu 
jadi butuh biaya yang lumayan besar” (wawancara 15 Januari 2014)   
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Tata Usaha Bapak 
Muhammad Saad:  
“Kalau masalah infrastrukturnya itukan butuh komputer, jaringan dan 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit, nah kita belum ada untuk itu, dulu 
pemerintah itu dibalaikota ada yang mau bekerjasama itu dari pihak asing 
Tim JK dari Jepang tapi tidak tau sekarang bagaimana, jadi untuk e-gov itu 
belum tapi akan kearah sana apalagi kita menuju kota dunia” (wawancara 28 
Januari 2014) 
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Berdasarkan petikan wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini 
tergantung dari persiapan yang dimiliki oleh tiap daerah. Seperti halnya Kota besar 
lain di Indonesia, yang telah mempersiapkan infrastruktur guna mendukung 
penerapan E-government di daerahnya baik itu dengan membuatnya sendiri ataupun 
kerjasama dengan pihak luar (outsourcing) dengan menyediakan software (perangkat 
lunak) maupun hardware (perangkat keras) dan dukungan jaringan lainnya. Adapun 
Kondisi Infrastruktur yang dimiliki Kantor Pelayanan Administrasi Kota Makassar: 
A . SOFTWARE  
1. Operating System (OS) : 
a. Windows 7 Starter  
b. Windows XP Home Premium SP 3  
c. Windows XP Professional SP 1  
2. Software Pendukung : 
a. Microsoft Office 2007  
b. SPSS 12  
c. PDF Reader  
d. Adobe Reader  
e. Macromedia, dll 
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B. HARDWARE  
 
Tabel 4.5 
Daftar Perlengkapan Infrastruktur Di Kantor Pelayanan Administrasi 
Perizinan 
NO JENIS JUMLAH SPESIFIKASI 
1 CPU 15 Pentium IV, DDR 256, HDD 320 Gb 
2 SERVER 1 Pentium Xeon, Pentium IV, SCASI, DDR 256 
3 PRINTER 8 Ink Jet, XP taper jet 3050/Epson Iq 2190 
4 UPS 15 1300 VA 
5 SWITCH HUB 2 16 port 
6 SCANNER 2 Canon Lide 
Sumber data: Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan 
 Sementara berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad 
Saad, SH, MH selaku Kepala Tata Usaha mengenai akses jaringan: 
“Akses yang tersedia semua komputer dikantor ini sudah terhubung dengan 
jaringan LAN sehingga mempermudah untuk transaksi data, saling berbagi  
data tapi untuk ke Dinas teknis itu aksesnya untuk berbagi data belum ada, 
jadi masih manual” (wawancara 28 Januari 2014) 
 Infrastruktur yang masih kurang termasuk kurangnya tempat akses 
merupakan tantangan yang lain. Penyediaan pelayanan melalui E-
government perlu didukung oleh tingkat penetrasi internet yang tinggi dan 
baik. 
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4.3.2.4 Tingkat Partisipasi dan Pemahaman Masyarakat terhadap 
Teknologi dan Informasi. 
 Selain kualitas Sumber daya manusia yang ada dalam ruang 
lingkup dinas terkait serta ketersediaan sarana dan prasarana, salah satu 
faktor yang menjadi penentu kualitas pelayanan publik dalam era E-
government adalah tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam 
menggunakan teknologi informasi ataupun waktu dalam mengakses dunia 
elektronik tersebut. Menjadi program yang tak berarti walaupun banyaknya 
kucuran dana  untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis IT jika 
ternyata masyarakat sendiri tidak mempunyai ketertarikan berlebih terhadap 
media tersebut.   
 Menurut wawancara dengan Bapak Muhammad Saad, SH, MH 
selaku Kepala Tata Usaha tentang partisipasi masyarakat: 
“Mengingat masyarakat kita beragam, tidak semua masyarakat kita paham 
dengan teknologi apalagi masyarakat golongan kebawah, contohnya dulu kita 
punya Touchscreen untuk melihat persyaratan perizinan tapi kurang 
dimanfaatkan” (wawancara 28 Januari 2014). 
 Berdasarkan hasil petikan wawancara diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap 
teknologi dan informasi atau literacy masyarakat masih amat kurang, namun 
E-government ini dapat berjalan sebagai salah satu tonggak pelayanan publik 
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yang berkualitas dengan catatan adanya upaya yang lebih intensive dalam 
sosialisasi prosedur dan petunjuk yang nyata. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1   Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang dilakukan maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan: 
1. Pengembangan E-government pada Kantor Pelayanan Administrasi 
Perizinan proses pengolahan data dan pengelolaan informasi dalam 
sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis, aksebilitasnya 
melalui bentuk yaitu pengarsipan elektronik, penggunaan SMS 
Gateway dan pembukaan website. 
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik 
dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat seperti 
pendaftaran dan pengisian formulir berbasis internet sehingga 
masyarakat cukup mendownload file yang diterbitkan dalam internet 
belum tercapai karena bentuk pelayanan perizinan yang dilaksanakan 
ini baru mencapai tahapan publikasi dan interaksi, yang dilakukan 
melalui forum konsultasi pelayanan, email dan SMS gateway. 
3. Faktor-faktor yang menghambat penerapan E-government: 
 Dari sisi kebijakan, pelaksanaan pelayanan perizinan pada Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar belum ada 
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kebijakan yang konsisten dari pimpinan tertinggi (pemerintah Kota 
Makassar) dalam bentuk regulasi yang bisa dijadikan sebagai 
acuan dan pedoman pelaksanaan Untuk memaksimalkan 
penerapan E-government didalam penyelenggaraan pelayanan 
publik, sehingga proses pelaksanaannya hanya didasarkan pada 
inovasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Administrasi 
Perizinan itu sendiri, begitupun SKPD lain yang ada di kota 
Makassar, 
 Dari sisi SDM dalam Pengembangan E-government di Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan masih belum memadai,  
 Dari sisi Infrastruktur yang merupakan salah satu faktor yang 
sangat berperan dalam penerapan E-government namun di Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan masih  kurang dan butuh 
penganggaran,  
 Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi 
masyarakat yang juga masih terbatas.. 
5.2 Saran 
 Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka adanya beberapa hal 
yang perlu mendapatkan proporsi perhatian terkait pengembangan E-
Government pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar: 
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1. Secara teknis Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan harus 
mengembangkan E-government yang sudah mereka miliki menuju 
tahapan yang lebih kompleks dan mampu menyelenggarakan 
pelayanan publik secara online. 
2. Data dan Informasi pada situs website kiranya dapat lebih 
dikembangkan dan menggunakan data/ berita terkini (update) 
sehingga para pengunjung (user) situs website tersebut dapat 
memperoleh data dan informasi yang mereka perlukan. 
3. Meningkatkan kapasitas dengan menambah jumlah personil atau 
aparat yang menguasasi teknologi informasi. 
4. Agar literacy masyarakat dapat mendukung penerapan E-government 
ini yaitu adanya upaya yang lebih intensive dalam sosialisasi prosedur 
dan petunjuk yang nyata. 
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